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BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini menulis menguraikan data-data yang penulis dapatkan di

lapangan sebagai berikut:

A. Identitas Responden

Identitas responden yang dimaksud di sini meliputi nama, nip, umur, labatan,

lama menjadi hakim, jenis kelamin, pendidikan terakhir, alamat.

1. Usia.

Usia yang dimaksud di sini adalah usia responden terhitung sejak mereka
dilahirkan sampai saat pengumpulan data dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4. 1. Tingkat Usia Responden

No. | Tingkat Usia Responden Frekuensi Prosentasi

1. | 39-44 Tahun 3 orang 30 %

2 54-61 Tahun 7 Orang 70 %
Jumlah 10 orang 100 %

Usia responden pada table tersebut di atas dibagi menjadi dua kategori, yaitu
hakim senior dan hakim muda. Yang termasuk kategori jakim muda, yaitu responden

yang berusia antara 39 sampai dengan 44 tahun sebanyak 3 orang atau 30 %,
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sedangkan yang termasuk kategori hakim senior, yaitu responden yang berusia 54

sampai dengan 61 tahun sebanyak 7 orang atau 70 %.

2. Jabatan

Yang dimaksud dengan jabatan di sini adalah jabatan para hakim yang berada

di Pengadilan Agama yang diduduki oleh responden seperti pada table berikut:

Tabel 4. 2.
No Jabatan Responden F %
1 | Hakim Madya Pratama 3 orang 30 %
2 | Hakim Pratama Utama 2 orang 20 %
3 | Hakim Madya Muda 3 orang 30 %
4 | Hakim Madya Utama 2 orang 20 %
Jumlah 10 orang 100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang menduduki hakim madya
pratama, yaitu sebanyak 3 orang atau 30 %, 2 orang atau 20 % merupakan hakim
pratama utama, 3 orang atau 30 % merupakan hakim madya muda, dan 2 orang atau

20 % sebagai hakim madya utama.

3 Jenis Kelamin

Jenis kelamin responden terbagi dua, yaitu laki-laki dan perempuan sebagai

ditunjukkan table berikut ini:
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Tabel 4.3. Jenis Kelamin Responden

No. Jenis Kelamin Responden F %
1 | Perempuan 4 orang 40 %
2 | Laki-laki 6 orang 60 %
Jumlah 10 orang 100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang terjaring menjadi sampel
dalam penelitian ini kebanyakan berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 6 orang

atau 6 %, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sejumlah 4 orang atau 40 %.

4. Pendidikan Terakhir

Seluruh responden yang dijadikan sampel di sini secara keseluruhan adalah
responden yang strata 1 (S.1) adalah lulusan dari perguruan tinggi agama Islam.
Sedangkan pendidikan yang penulis maksudkan di sini adalah pendidikan terakhir
yang pernah diselesaikan oleh responden. Ada dua katagori pendidikan terakhir yang

ditempuh oleh responden. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4. Pendidikan Terakhir Responden

No. Pendidikan Terakhir Responden F %
1 Strata 1 (S.1) 6 orang 60 %
2 Strata 2 (S.2) 4 orang 40 %
Jumlah 10 orang 100 %

Tabel di atas memberikan gambaran bahwa responden sebagian kecil telah

menyelesaikan pendidikan strata 2 (S.2) atau magister, yaitu sebanyak 4 orang atau

40 %, dan enam orang (60 %) berpendidikan strata 1 (S.1).
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5. Lama Menjadi Hakim.

Yang dimaksud dengan lama menjadi hakim di sini adalah responden yang

telah menjabat menjadi hakim di Pengadilan Agama sampai sekarang.

Tabel 4.5. Lama Menjadi Hakim.

No. Lama Menjadi Hakim F %
1 6-11 Tahun 6 orang 60 %
2 18-22 Tahun 4 orang 40 %
Jumlah 10 orang 100 %

Tabel di atas dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang baru menjadi hakim dari
6-11 Tahun ada 6 orang (60%), yaitu yang sudah lama menjadi hakim dari 18-22

Tahun ada 4 orang (40%).

B. Pendapat Hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Ikrar

Talak oleh Kuasa Hukum Perempuan di Depan Pengadilan Agama.

Pendapat hukum yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin
yang dijadikan responden tentang ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan di depan
pengadilan terbagi dua kelompok, ada yang kelompok ikrar talak oleh kuasa hukum
perempuan yang membolehkan, dan ada juga kelompok ikrar talak oleh kuasa hukum

perempuan yang tidak memperbolehkan.
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Dari 10 orang responden yang dijadikan sampel, 3 orang (30%) di antaranya
berpendapat bahwa ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan di depan Pengadilan
Agama tidak membolehkan, dan 7 orang (70%) di antaranya berpendapat bahwa ikrar

talak oleh kuasa hukum perempuan di depan Pengadilan Agama membolehkan.

Tabel 4.6. Pendapat Hukum ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan di depan

Pengadilan Agama.
No. | Pendapat Hukum Hakim yang tidak membolehkan dan F %
yang membolehkan
1 | Yang Tidak Membolehkan 3 orang 30 %
2 | Yang Membolehkan 7 orang 70 %
Jumlah 10 orang 100 %

C. Alasan dan Dalil yang Dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

dalam Mengemukakan Pendapat.

Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa pendapat hukum
yang diberikan oleh Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang dijadikan
responden tentang ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan di depan Pengadilan
Agama ada dua pendapat perbedaan. Alasan dan dalil mereka pergunakan dalam

memberikan pendapat hukum tersebut juga beraneka ragam.
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Tiga orang (30%) responden yang berpendapat bahwa ikrar talak oleh kuasa
hukum perempuan di depan sidang Pengadilan Agama yang tidak membolehkan
karena ikrar talak ada dipihak laki-laki dan iddah dipihak perempuan, tiga orang
responden mengenai alasan dan dalil mereka mempunyai tambahan alasan dan dalil

yang berbeda satu sama lain, satu orang responden mengemukakan hadis Tabrani:
(Qj:;')f‘ﬂ‘b\ﬁ)) ;whaﬂ\)dhﬂémﬂ\

“bahwa talak ada dipihak laki-laki dan iddah dipihak perempuan”

Tetapi, satu orang responden lagi menambahkan talak ada ditangan suami (laki-laki)
Pasal 131 Ayat (3) berbunyi; Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap,
suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri
atau kuasanya, dan satu orang responden lagi menambahkan bahwa ikrar talak adalah
wewenang laki-laki, responden ini dalam memberikan alasan dan dalil dengan sikap

ke hati-hatian (Ihtiyath).

Adapun responden yang berpendapat bahwa ikrar talak oleh kuasa hukum
perempuan di depan sidang Pengadilan Agama yang membolehkan ada Tujuh orang
(70%), dari tujuh orang responden mengenai alasan dan dalil mereka mempunyai
tambahan alasan dan dalil yang berbeda satu sama lain, tetapi tujuannya sama. Satu
orang responden (10%) berpendapat bahwa bila Suami sudah mengikrarkan talak di
depan panitera suaktu menanda tanggani surat kuasa istimewa, maka kuasa hukum

perempuan itu boleh mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dan
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juga masih terdapat khilafiyah di dalam figih seperti dijelaskan dalam kitab Al

Mazmu Syarah al Muhadzdzab tentang wakil dan mewakilkan dalam perceraian;

I.

Pemberian kuasa dalam hal tersebut, hukumnya batal, karena ia tidak memiliki
wewenang untuk menjatuhkan talak. Penunjukkan perempuan sebagai wakil

dibolehkan hanya untuk dirinya sendiri sekedar untuk keperluan.

Boleh ditunjuk sebagai wakil, maka boleh pula ia ditunjuk sebagai wakil untuk
mencerai perempuan lain. Seandainya seorang perempuan ditunjuk sebagai wakil
oleh suaminya kemudian ia dicerainya, maka penunjuk wakil tersebut

sebagaimana adannya.

Dua orang responden (20%) mempunyai alasan yang sama, bahwa bila Suami
sudah mengikrarkan talak di depan panitera suaktu menanda tanggani surat kuasa
istimewa, maka kuasa hukum perempuan itu boleh mengikrarkan talak di depan
sidang Pengadilan Agama, dan dalam hukum Islam kata dua orang responden ini
tidak disebutkan bahwa syarat wakil tidak dibedakan antara laki-laki dan

perempuan.

Satu orang responden (10%) yang berpendapat bahwa bila Suami sudah
mengikrarkan talak di depan panitera maka kuasa hukum perempuan itu boleh
mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dan menurut responden

kuasa hukum perempuan itu hanyalah penyambung lidah.
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Satu orang responden (10%) juga berpendapat bahwa bila Suami sudah
mengikrarkan talak di depan panitera suaktu menanda tanggani surat kuasa
istimewa, maka kuasa hukum perempuan itu boleh mengikrarkan talak di depan
sidang Pengadilan Agama, dan responden ini mengemukakan Q.S. An-Nahl ayat

97 sebagai dalil, yang berbunyi:

2 @200 TTOHYE o I RNEACED = OK I
RO L RE €0D260 T oA OO
cOgoeorO0 DE€OOC4OBE 0 RCEEHq:o
SRHENOCEOHO G R ECr 0@ B CO B 1DC
POYY Y (IMBOLONIRE 206003 WO

(B SD $HODHRAOLD 40 B XD € To ok

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka

kerjakan”. (QS. An-Nahl: 97)

Dimaksud ayat diatas memandang laki-laki dan perempuan sama dan sejajar

dalam menjalankan tugas dalam keadaan beriman.

Adapun satu orang responden (10%) yang berpendapat bahwa bila Suami
sudah mengikrarkan talak di depan panitera maka kuasa hukum perempuan itu boleh
mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama, dan responden ini

menambahkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad Pasal 2 Ayat
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(1), pasal ini dapat dicermati tidak adanya diskriminasi hak antara laki-laki dan

perempuan.

Satu orang responden (10%) yang berpendapat bahwa Kuasa hukum memiliki
kewenangan sesuai dengan perjanjian kliennya sebagai mana diatur oleh Undang-
undang mengenai kuasa khusus dalam berprakara (RBG. Pasal 147 dst), dan
responden ini menambahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama Pasal 70 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa suami atau wakilnya
yang diberi kuasa khusus dalam akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak. Pada

pasal ini tidak diatur lebih lanjut jenis kelamin wakil.

Demikian alasan-alasan dan dalil yang dipergunakan oleh para responden

dalam mengemukakan pendapat hukum mereka yang diperoleh di lapangan.

Untuk lebih jelasnya mengenai alasan-alasan maupun dalil-dalil yang

dikemukakan responden dapat dilihat pada table berikut ini:



Tabel 4.7. Alasan dan Dalil yang Dikemukakan Responden
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NO

Kelompok Pendapat

Alasan dan Dalil yang Dikemukakan

Pendapat

yang
tidak Membolehkan

. Talak ada ditangan laki-laki sebagaimana

hadis Tabrani

. Kompilasi Hukum Islam Pasal 131 Ayat

3 bahwa setelah keputusan mempunyai
kekuatan hukum tetap, suami
mengikrarkan talaknya di depan sidang
Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri
atau kuasanya.

orang

10
%

. Talak adalah wewenang laki-laki

sebagaimana hadis Tabrani.

2. Sikap ihtiyat (kehati-hatian)

orang

10
%

. Hadis tabrani yang menyatakan, bahwa

talak ada dipihak laki-laki dan iddah
dipihak perempuan.

orang

10
%

Pendapat

yang
Membolehkan

. Suami sudah mengikrarkan talak di

depan panitera suaktu menanda tanggani
surat kuasa istimewa.

. Masih terdapat khilafiyah di dalam figih

seperti dijelaskan dalam kitab Al mazmu
Syarah al Muhadzdzab.

orang

10
%

. Kuasa hukum memiliki kewenangan

sesuai dengan perjanjian kliennya
sebagai mana diatur oleh Undang-undang
mengenai kuasa khusus dalam berprakara
(RBG. Pasal 147 dst).

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama Pasal 70 Ayat
(4) yang menjelaskan bahwa suami atau
wakilnya yang diberi kuasa khusus
dalam akta otentik untuk mengucapkan
ikrar talak. Pada pasal ini tidak diatur
lebih lanjut jenis kelamin wakil.

orang

10
%

. Suami sudah mengikrarkan talak di

depan panitera.

. Kuasa hukum perempuan hanyalah

penyambung lidah.

orang

10
%
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7 1. Suami sudah mengikrarkan talak di 1
depan panitera suatu menanda tanggani orang
surat kuasa istimewa.

2. Al-Qur’an surah An-Nahl Ayat 97
memandang laki-laki dan perempuan
sama dan sejajar dalam menjalankan
tugas.

10
%

8 1. Suami sudah mengikrarkan talak di 2
depan panitera suatu menanda tanggani orang
surat kuasa istimewa.

2. Dalam Hukum Islam tidak disebutkan
bahwa syarat wakil tidak dibedakan
antara laki-laki dan perempuan.

20
%

9 1. Suami sudah mengikrarkan talak di 1
depan panitera suatu menanda tanggani orang
surat kuasa istimewa.

2. Undang-undang No 18 Tahun 2003
tentang advokad Pasal 2 Ayat (1) tidak
membedakan antara laki-laki dan
perempuan.

10
%

D. Analisis Data.

Dari sepuluh hakim yang beracara di Pengadilan Agama Banjarmasin yang
dijadikan responden dalam penelitian ini, terdapat dua variasi pendapat yakni tiga
orang responden menyatakan hukum ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan di
depan sidang Pengadilan Agama adalah yang tidak membolehkan, sedangkan tujuh
orang responden menyatakan hukum ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan di

depan sidang Pengadilan Agama adalah yang membolehkan.
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1. Variasi |
Dari tiga orang responden yang menyatakan hukum ikrar talak oleh kuasa
hukum perempuan di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin adalah tidak
membolehkan, alasan yang dikemukakan adalah karena talak hanya ada di pihak laki-

laki dan iddah hanya di pihak perempuan.

Dari segi usia para responden dalam memberi alasan tentang Ikrar Talak oleh
kuasa hukum perempuan di depan sidang Pengadilan Agama tidak mempengaruhi
usia muda atau tua, dari usia yang tidak membolehkan usia responden berkisar antara
49, 55, 61, ada satu usia muda yang tidak membolehkan. Dari usia yang
membolehkan usia responden berkisar antara 39, 44, 49, 54, 61, kita lihat dari usia
responden usia tua atau muda tidak mempengaruhi terhadap alasan masalah tentang

Ikrar Talak oleh kuasa hukum perempuan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dari segi jenis kelamin responden hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin
ada 4 orang wanita dan ada enam orang laki-laki, dapat kita lihat dari empat orang
hakim perempuan ini ada dua orang hakim perempuan yang membolehkan dan ada
dua orang hakim yang tidak membolehkan, jadi dari segi jenis kelamin hakim
perempuan tidak berpengaruhi dalam memberi alasannya. Dari enam orang hakim
laki-laki, ada satu yang tidak membolehkan, yang lima hakim yang lain
membolehkan, jadi jenis kelamin laki-laki berpengaruh dalam memberi alasan
tentang Ikrar Talak oleh kuasa hukum perempuan di depan sidang Pengadilan

Agama.
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Dari segi pendidikan terakhir para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin
ada enam orang hakim yang berpendidikan terakhir (S.1), dan ada empat orang hakim
yang berpendidikan terakhir (S.2). Dari pendidikan (S.1) ada dua orang hakim yang
tidak membolehkan, dan dari pendidikan (S.2) ada satu hakim yang tidak
membolehkan. Dapat kita lihat bahwa dari segi pendidikan terakhir berpengaruh

terhadap memberi alasan.

Dari segi lama menjadi hakim di sini ada enam orang hakim yang penulis
anggap baru dari 6-11 Tahun, dan ada yang telah lama menjadi hakim dari 18-22 itu
ada 4 orang hakim. dari hakim yang baru ada satu orang yang tidak membolehkan,
dan dari hakim yang lama ada dua orang hakim yang tidak membolehkan. Dapat kita
lihat lama menjadi hakim atau baru menjadi hakim, berpengaruh dalam memberi

alasan.

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa seorang wakil perempuan atau
kuasa atau advokad wanita tidak dapat menjadi wakil ketika pengucapan ikrar talak
diwakilkan kepadanya dikarenakan ia tidak dapat atau tidak berwenang melakukan

untuk dirinya yang berakibat ia tidak dapat mewakilkannnya pada orang lain.

Sebuah contoh Hadis Tabrani yang berbunyi:
(Qj:;')f‘ﬂ‘b\ﬁ)) ;whaﬂ\)dhﬂémﬂ\

“Bahwa talak ada dipihak laki-laki dan iddah dipihak perempuan” (H.R. Tabrani)
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Oleh karena itu perempuan hanya berwenang dalam hak iddah yang
dituntutnya dan tidak berwenang dalam masalah talak sedangkan dalam syarat
wakalah dikatakan diantarannya ia sendiri harus berwenang melakukan sesuatu
perbuatan, maka wakil perempuan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi
wakil atau kuasa bagi kliennya dalam mengikrarkan talak. Karena perempuan tidak
sah menikahkan dirinya sendiri apalagi menjadi wakil untuk mentalak yang tentunya

bukan wewenangnya.

Walaupun talak ada di pihak laki-laki bukan berarti dapat dipergunakan
sesukanya. Maka untuk menghindari adanya talak liar (cerai di bawah tangan) yang
tentu saja dapat merugikan banyak perempuan dan anak-anak diperlukan adanya satu
lembaga atau wadah yang namanya pengadilan yang terdiri dari para hakim yang
memiliki wewenang untuk menjatuhkan putusan talak. Bahkan ulama Syiah
berpendapat perceraian tidaklah sah bila tidak diucapkan di depan sidang pengadilan
dan dalam Pasal 131 Ayat (3) berbunyi; setelah keputusan mempunyai kekuatan
hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama,
dihadiri oleh isteri atau kuasanya, jadi dari tiga responden tersebut dalam
mengemukakan alasanya sudah jelas bahwa menggucapkan Ikrar Talak suami harus
mengucapkan sendiri di depan sidang Pengadilan Agama tidak boleh di wakil kepada

kuasa hukum perempuan.
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2. Variasi II
Adapun dari tujuh responden mengatakan hukum lkrar Talak oleh kuasa
hukum perempuan di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin adalah
membolehkan, mempunyai alasan yang sama yang dikemukakan adalah Karena
suami sudah ikrar di depan panitera sewaktu menanda tanggani surat kuasa istimewa,
maka kuasa hukum perempuan itu boleh mengikrarkan di depan sidang Pengadilan

Agama, karena kuasa perempuan ini hanya sebagai penyambung lidah.

Dalam Al-Qur’an juga dapat kita lihat penjelasan tentang Ikrar Talak oleh
kuasa hukum perempuan di depan sidang Pengadilan Agama dibolehkan yang

berbunyi;

P00 = @2+@ TTOHY o @ RATHD +nlg O I
[ TI0, 8w ¢ K& o0>0 00 ST+ S AL
CONEZ20+C COFOe 0RO TE€OICIORE 0 KGR
230408 W00 O OCOOKOI XSGl B
B -D€To ok PN LI BOLOTN R

(PSS ¢0DEEOD ¢0

Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun
perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan
kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan
kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka
kerjakan. (Q.S. An-Nahl: 97).

Dari surah Al-Qur’an di atas bahwa memandang laki-laki dan perempuan
sama dan sejajar dalam menjalankan tugas, dalam Islam mendapat pahala yang sama

dan amal saleh disertai dengan iman.

Dari dua variasi pendapat di atas, penulis lebih sependapat dengan pendapat

yang menyatakan bahwa hukum ikrar talak oleh kuasa hukum perempuan di depan
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sidang Pengadilan Agama itu tidak diperbolehkan, alasannya karena lebih teliti dan
sikap ke hati-hatian (Ihtiyath). sebelum mengangkat wakil, responden lebih dulu
berpedoman kepada rukun dan syarat wakil. Di antara syarat wakil adanya
kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tersebut bagi dirinya sendiri dan
seperti telah dibahas di atas, perempuan tidak berwenang atau tidak kuasa
menggucapkan ikrar talak sebagai wakil dari kliennya. Selain itu, pada pendapat yang
kedua ini tidak hanya berpijak pada rukun dan syarat wakil itu sendiri, dari tiga hakim
yang dikemukakan di atas, juga telah dipaparkan beserta dengan alasanya masing-
masing dan penuh dengan kehati-hatian bahwa kuasa hukum perempuan tidak
diperkenankan mengucapkan ikrar talak sebagai wakil dari suami. Oleh karena

perempuan tidak mempunyai kepemilikan terhadap talak, perempuan hanya



